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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Perkawinan memberikan
peluang untuk berpolipami. Pasal 3 avat (2) Undang-Undang ini menvaiakan
“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristent lebih dart
seorang apabiia dikchendaki oleh pibak-pihak vang bersangkutan™ Umtuok
berpoligami  hanzss  memenuhi - svaral-svaral - sebagaimana  lercantum dalarm
Undang-Undang tentang Perkawinan, Jika syarat-svarat dimaksed tidak erpenuhi
maks seseorang vang berpoligami dapat dikenakan ancaman sanksl pidana
sehagaimana diatur dalmm pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 wentang Perkawinan
dan pasal 279-280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Maeka dari b
penclitian ini bertujuan untuk mengetahuiy (a), Bagaimana penegakan huktm
pidana bidang perkawinan tentang poligami di wilayvah hubum Pengadilan Neger
Paclang dan {b). Fakior-fakior apa vang menvebabkan penjatuban sanksi pidana
terhadap pelaku polisami. Penelitian im1 menggunakan pendekotan vuridis
sosiplopls dengan teknik prrposive sampling, Dot dikumpolkan dengan cara
wawaneara dan studi dokumen’ Repustakaan, Wawanears difakukan dengan
mengaunakan  daflar  wawancara sedangkan stedi dekumen’  kepustakaan
dilakukan denean penelaghan dan pencatatan dokumen-dokumen atan huko-beku
vang herhubungan dengan masalah penelitian. Setelal data terkumpu! selanjutnya
dilakukan analisis cecara kualitatif berdasarkan alur loaiks indukzif maocpun
deduktif. Has:l pepelitian menunjukkan babwa; (a) Pencgakan bukum pidana
bidang perkawinan tentang paligami di wilayah hokom Pengadilan Meperi Padanp
mengpunakin ketepiuan pasal 279 dan 280 Kitab Undang-Undang Hokum Pidana
dengan penerapan sanksi vang amat ringan. Penegakan hekum ini dipengarshi
oleh faktor badava hekum vang cenderung mengabaikan hukum tertulis, Yang
diutamakan adalah unsur sahnyva persawinan tanpa memperdulikan  unsus
legalitasnya, Poligami baru dijedikan sebapa suaiu tindakan pidana apabita pilik-
pthak wvang berkepentingan menganggap  peskawinan  perama tidak dapat
dipertahankan lagi dan (b, Fakior-faktor vang menvebabkan penjatrhan sunksi
pidana terhadap pelaku poligam antara lan karene pehgami dilakukan lanpa
memenuhi svarat formil, lanpa sepengetahuan atau persetujuan ister. dilakukan
dengan cara penipuan dan atau pemalsuan identitas diri.



BARB I

PENDAHULUAN

A, Latarbelakanes Masalah

Individu sebagai vnie erkeci] dalam masvarakac memiliki nalur unnsk
hidup berssma dengan individu lain. Salah sasn perwujudan maluri hidup
bersama e dapat ditemukan dalam benruk keluarga atay rumah tanpgs,
Adapun cara vang ditempuh unuk membeniok keluarea atas rumak tetryg i
adalab dengan melakukan perkawinan,

Perkawinan di Indonesia diztur dengan Undang-1Undang Namer | Tahun
1974, Peraturan pelaksananhnya dituangkan dalam Persturan Pemeriniah
Moemor 9 Tahun 1975 Bapi vang berspama lstam bahkan telah dikeluarkan
pula lomptlasi Hukum 1slam dengan Instriksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
vang juga menmat ketentuan-ketenean tentang perkavinan.”

Undang-Undong Nomor 1 Tabam 1974 mencantumban dengan jelas
maksud dari perkawinan, Bab [ tentang Dusar-Dasar Perkawinan, padla pasal 1

disebuikan sehagai herikun -

Perkawinan jalah ikatan lahir bathin antara seorung pria dengan
e0rEng waniis sehe ol suen astert de MEgn [u_|..J N membeniik keluarza

"Waompilast Hukum lslam tendis aias 3 3 {tiga) bukn, Buku [ remang Hokom Perkawinan, Bukuy
L temiang Hukum Kewasisan, dan Buko [1F et Hukam 1._n-.~||.h-,f:,n Eeselurahan isi
rompilasi Hukom [slam membiamkan konsep- komsep hukwm Islam berkaian denpan 3 {HERY
Bagian biku 1ersebot schingea pemberickuannyapun men unakan oses personalitas [slam, vikni
brorlaku v untuk orang-orang [shm,



ool

{rumah tangga) yanp bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Eza.

Berdasarkan uraian pasal ini maka perkawinan pada dasarmva hanva dapat
dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, tdak lebih, Demikian
puela halnya dengan wanita, ia hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan
scorang prix saja. Hal ini lebih dipenepss lagl dengan pasal 3 avat (1} vang
menyatakan bahwa “pada asasnva dalam suatn perkawinan searang priz hanva
boleh mempunvai seotang Isterl. Seorang wanita hanva boleh mempunyvai
scorang suami’,

Fetentuan pasal 3 avat (1) di atas bukanlah sesuaru vang {etap ziau baky,
Dalam keadaan dan situasi tertentu, Undang-tndang Nomor 1 Tahun 1974
membuka peluang untuk menyimpang dar asas perkawinan tersebu Dengan
kata Tain. seorang pria vang hendak melakubkan perkawinam dengan lebih dan
searang wanita ataw dijstilahkan dengan poligami tetap diker peluang oleh
Undang-Undang.

Pemberian peluang untuk berpoligami secara tepas discbutkan pada pasal
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal tersehu menvatakan
“Pengadilan dapat memben izin kepada se0rantg suami uatuk berister: Jehih
darl seorang apabila dikehendaki oleh pitakepihak  vane berszngkutan®,
Dengan demikian, dapat disimpulkan babwa sesungpuhnys Undang-Undang
tentang Perkawinan menganut asas monozami terbuka, 2tau dengan penafziran

terbalik #sas poligami vang dipersulit,
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KESIMPULAN DAN SARAN
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Berdasarkan  hasil |:|c'|1n:liti;=m vang telah’ dilafiken maka diperoleh
peberapa Kesimpulan terkan permasalzban penelitian vang dikemukakan di
awal tulisan ini. Beberapa kesimpulan sersebur antura Lan adalak
L. Penepakan hukum pidana bidang perkawinzn weniang poligami &1 wilayvah

hukum Penpadifan Mepen Padang mengpunakan ketentuan pasal 2749 dan

280 Kitab Undang-Undang Hukwm Pidana dengan pencrapan sanksi vang

amat ringan. Penegakan hukum terhadap poligams lehih dipengeruhi olch

faktor budaya hukum masyvarakal yang cenderuno menpabaikan hekum
tertulis. Mereka hanya mementingkan unsur szshova perkawinan tanpa
memperdulikan unsur legalitasnyva. Sefuin fu poligami bare dijadikan
schagal suatu tindakan pidanz unruk dilipahban ke pengadilan apahila
parg pihak yvanp berkepentingan menganggap termawinan temsebut tdak
layak dipertabankan keoatuhannva.

2. Faktor-fektor vang melaiarbelakangi penjatubzn sanksi pidana terhadap
paligami dapat diidentifikasi menjadi 3 itiga: ketzoon astars lain -

a. Peligami dilakukan tanpa memenuhi svare: formil. vakni tidak ada

persetjuan dan Pengadilan Agema, Lnies memenuhi svarat formil
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